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ABSTRAK

Tindak Pidana Penyertaan merupakan kejahatan yang dilakukan lebih dari satu
orang, yang mana tiap-tiap pelaku mempunyai peran dan fungsi agar tindak pidana
tersebut bisa terealisasikan dengan baik, ada banyak sekali aturan dan norma mengenai
tindak pidana, entah yang berupa unifikasi maupun kodifikasi namun fokus kajian atau
penelitan ini masuk dalam ruang lingkup atau komponen Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Deelneming merupakan istilah penyertaan di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam hukum pidana Islam penyertaan
disebut dengan istilah Al-Isytirak.

Penelitian ini merupakan hasil studi komparasi yang membahas masalah
penyertaan (Deelneming/Al-Isytirak) melakukan tindak pidana perspektif hukum
pidana Indonesia yang dan hukum pidana Islam. Pokok masalah dalam penelitian ini
Bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap
keturutsertaan melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah penyertaan
dalam tindak pidana melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan
dengan pokok pembahasan. Penilitan ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana
metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan
data yang diperoleh terkait bentuk-bentuknya, syarat-syaratnya, serta sanksi tindak
pidana penyertaan.

Hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa tindak pidana penyertaan bisa terjadi
apabila ada keterlibatan beberapa orang dan memenuhi semua unsur dari penyertaan,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan sanksi penyertaan di Pasal
55, 56 dan 57, dan hukum pidana Islam menerapkan jarimah hudud dan ta’zir bagi
pelaku turut serta langsung maupun tidak langsung sesuai kadar perbuatan atau
kejahatanya. Namun ada perbedaan konsep sanksi di dalam hukum pidana Indonesia
dan hukum pidana Islam yaitu pada kategori menyuruh melakukan (doen pleger),
masuk dalam klasifikasi sebagai para pembuat (mededader), sedangkan kategori
menyuruh melakukan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam klasifikasi pelaku
tidak langsung dalam artian bukan para pembuat (mededader). Selain berbicara sanksi
pertanggungjawaban pidana juga menjadi tolak ukur dapat dipidananya atau tidak
seseorang, dari kedua hukum tersebut mengambil konsep kesengajaan (dolus) yang
dibarengi dengan kesalahan untuk menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyertaan.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana,
Pertanggungjawaban Pidana.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor:

158/1987 dan

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
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z Jm] j je
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¢ Kha kh ka dan ha

2 Q?I d de

3 Za, i Zet (dengan titik di atas)
J . r er

3 z_au Z zet
" sin s es
! syin sy es dan ye
e sad s es (dengan titik di bawah)
ua dag d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
5 ‘Zé z zet (dengan titik di bawah)
& am ‘ koma terbalik di atas

: gain g ge

o fa’ f ef

3 Gaf q qi
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a mim m ‘em
o nun n en
3 wawu w w
-2 ha’ h ha
s hamzah ’ apostrof
] ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
AaiA Ditulis Muta‘addid
S Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”
ks Ditulis Hikmah
i Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

HAENBPRES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

il 385 Ditulis Zakah al-fitri
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D. Vokal Pendek

N Fathah Ditulis A
Jzd Ditulis fa’ala
__ kasrah D!tuI!s |
N Ditulis zukira
Ll dammah Ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis A
FHNE Ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati Ditulis a
it Ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati Ditulis [
PR Ditulis karim
4 dammah + wawu mati Ditulis 0]
38 Ditulis furad
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati Ditulis Ai
K Ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati Ditulis au
J3 Ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
?_‘_,n Ditulis a’antum
Sl Ditulis u‘iddat
Gl 8 Ditulis la’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Sl

e

>

Ditulis

Ditulis

al-Qur’an

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

BN
o ¥y “

Ditulis
Ditulis

as-Sama’

asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalamrangkaiankalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

Oas il s
PR

Ditulis
Ditulis

Zawi al-furdd
ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia
lainya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia
berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia
hidup bermasyarakat, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia
bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh
sebagian besar harus ditaati.

Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang
kepentingan umum (publik) salah satunya yaitu hukum pidana yang di
dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang
tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang dinamakan sanksi. Seberapa
ketatnya aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan, masih ada saja masyarakat
yang melanggar aturan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan.!

Tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan

adakalanya dilakukan secara berkelompok.? Berkelompok di sini bisa

! Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),
him. 3.

2 Sakijo Aruan, Bambang Purnomo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana
Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him. 141.



diklasifikasikan dengan adanya pelaku, orang yang menyuruh melakukan,
yang turut serta melakukan atau sebagai penganjur dengan masing-masing
peranan yang berbeda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) secara eksplisit hal tersebut disebutkan di Pasal 55 KUHP:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan.

b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP:

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan.
b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiga.

2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pidanatambahan bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan
yang sengaja dipermudah atau dilancarkan olehnya, beserta akibat-
akibatnya.

Pasal di atas menjelaskan bahwa delik penyertaan ini terjadi ketika ada
keterlibatan dan hubungan antara orang yang satu dengan yang lainya seperti

yang disebutkan di dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan



(deelneming). Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut

bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama sama melakukan sesuatu kejahatan.

2. Seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan
sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak
pidana tersebut.

3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain
membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.’

Dalam prakteknya, seringkali nilai keadilan dari penerapan sanksi
pelaku turut serta tidak seimbang dengan perbuatanya, bahkan dalam keadaan
tertentu beberapa pelaku turut serta, tidak melakukan tindak pidana secara
langsung dan cuma menyuruh melakukan dengan iming-iming uang yang
berlimpah, ketika perbuatan yang disuruhnya itu telah terlaksana dan selesai,
sehingga orang yang menyuruh melakukan atau yang menjadi dalang utama,
sering kali terlepas dari jeratan hukum atau sanksi yang dijatuhkan lebih
ringan atau sama dengan pelaku langsung, dengan dalil bahwa terdakwa tidak
sepenuhnya memenuhi rumusan delik dari pada tindak pidana yang

didakwakan.

3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),
him. 240.



Keturutsertaan di dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan
(isytiraki), dijelaskan apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerja
sama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi: 1. Pelaku turut serta
melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur materil tindak pidana
bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana
tersebut. 2. Pelaku mengadakan pemufakatan (persepakatan/samenspanning)
dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 3. Pelaku menghasut orang
lain untuk melakukan tindak pidana. 4. Pelaku memberi bantuan atau
kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa
turut melakukan.

fugaha melakukan dua pembagian dalam tindak pidana penyertaan
diantaranya sebagai berikut: 1. Orang yang turut serta secara langsung dalam
melakukan tindak pidana (syarik mubasyir) perbuatannya dinamakan isytirak
mubasyir. 2. Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan
suatu tindak pidana (syarik mutasabbib), perbuatannya disebut dengan
isytirak gair mubasyir atau isytirak bi at-tasabbub.

Dasar perbedaan antara keduanya: yang pertama melakukan secara
langsung unsur material tindak pidana karena itu ia dinamakan syarik fil
mubasyarah (onmid-dellijke daders/pelaku-langsung), sedangkan yang kedua
menjadi sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, menghasut, atau

memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur



material tindak pidana karena itu ia dinamakan syarik bit tasabbub (pelaku

tidak langsung).*

Harus dicermati terlebih dahulu bahwa fugaha hanya mencermati
masalah “keturutsertaan langsung” (isytirak mubasyir) dan Kkurang
memperhatikan masalah “keturutsertaan tidak langsung” (isytirak bi at-
tasabbub). Hal ini disebabkan dua hal berikut.

1. fugaha hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan hukum-
hukum pidana yang bentuk ukuran hukumanya telah ditentukan di dalam
syarak. Yaitu semua tindak pidana hudud dan gisas karena keduanya
adalah tindak pidana yang bersifat tetap, selain itu hukuman-hukumanya
telah ditetapkan, tidak bisa dikurangi atau ditambah.®

2. kaidah (prinsip) umum dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa
hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang
melakukan tindak pidana secara langsung.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun dan yang telah
dipaparkan di atas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi
Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana

Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

* Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (at-Tasyri al-Jina'I al-
Islamiy Mugaranan Bil Qananil Wad'iy). (Jakarta: PT Kharisma llmu, t.t.), 11:35.

® Ibid.



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
dapat ditarik sebuah pokok masalah :

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam
terhadap keturutserataan melakukan tindak pidana?

2. Apa persamaan dan perbedaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana
Islam dari segi penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap
keturutserataan melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan
hukum pidana Islam terkait dengan keturutsertaan melakukan tindak
pidana.

b. Untuk mencari perbedaan dan persamaan dari segi penerapan sanksi dan
pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia dan
hukum pidana Islam.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai bentuk konstribusi dalam wacana memperluas keilmuan bagi

para peneliti dan para pembaca terutama mengenai hukum pidana

Indonesia dan hukum pidana Islam.



b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang
ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai delik penyertaan
(deelneming).

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis mengenai delik penyertaan dari sudut
pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, sudah ada
beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang delik penyertaan,
namun pembahasanya masih dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia,
fokus pembahasan penulis mengenai tindak pidana keturutsertaan melakukan
Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
Dalam hal ini penyusun menampilkan beberapa karya ilmiah dan skripsi yang
membahas tentang delik penyertaan (deelneming).

Muflihatul Khoiroh, Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan
Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-
K/PM/11-11/AD/V1/2013) Perspektif Hukum Islam, skripsi ini menjelaskan
bagaimana sesungguhnya putusan hakim yang menangani kasus penyertaan
pembunuhan pada saudara Terdakwa Tri Tuwanto. Anjar Rahmanto, Martinus
Roberto, Suprapto dan Herman Siswoyo yang terbukti secara sah dan

melanggar hukum telah melakukan pembantuan pembunuhan. Perbuatan



Terdakwa diatur sesuai Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling
lama 20 tahun.®

Kiswandhi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55
Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana, skripsi ini menjelaskan secara
spesifik mengenai penyertaan menyuruh melakukan tindak pidana berserta
penerapan sanksi yang adil.”

Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam
Penyertaan, dalam buku dijelaskan bahwa penerapan ajaran turut serta
melakukan (medeplegen) tindak pidana di Indonesia masih menyisakan
persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta semakin
kompleks dalam praktik yang diikuti dengan perkembangan doktriner ajaran
turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran
turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga
tidak mampu menjelaskan kekedudukan pembuat dalam turut serta melakukan

tindak pidana.

& Muflihatul Khoiroh, Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi
Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/V1/2013) Prespektif Hukum
Islam, Skrpsi Strata 1 (S1), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

7 Kiswandhi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 Tentang Menyuruh
Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Strata 1 (S1), Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo,
2012.



E. Krangka Teoritik
Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila
unsur-unsurnya telah terpenuhi. Di dalam hukum pidana Indonesia unsur-
unsur tindak pidana ada dua :
1. adanya handeling (perbuatan manusia),
2. melanggar hukum, terkait dengan sifat melawan hukum dibagi lagi atas
dua bentuk:

a. Sifat melawan hukum formal, yang artinya semua bagian atau rumusan
dalam undang-undang telah terpenuhi.

b. Sifat melawan hukum materil, artinya perbuatan tersebut telah merusak
atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan
delik tersebut.

Sedangkam menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana Islam
unsur-unsur jarimah terbagi atas tiga:

1. Unsur formal (=50 ¢S3) yaitu adanya nash (ketentuan) yang
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

2. Unsur materil (sl ¢S3Y) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) sikap tidak perbuat

(negatif).



3. Unsur moral (=¥ SV yaitu bahwa pelaku adalah yang mukallaf,
yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak
pidana yang dilakukan.®
Setelah mengetahui unsur-unsur pidana maupun jarimah dari pada

hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, selanjutnya dapat dipidana
atau tidaknya seseorang, dilihat dari pada kemampuan bertanggungjawab.
seperti yang dijelaskan di dalam hukum pidana Indonesia bahwa orang yang
belum mencapai umur 18 tahun, sesuai yang ditentukan di dalam UU No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak dapat dipidana.

Hukum pidana Islam juga menjelaskan, pertanggungjawaban pidana
diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan
dengan kemauan sendiri dan dia tahu akibat-akibat dari perbuatannya. Konsep
pertanggungjawaban pidana (al-Mas uliyah fi Tasyiri’l al-Jina’i) dalam
hukum Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat
perbuatan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena
adanya tiga hal:

1. adanya perbuatan yang dilarang

& Abdul Qadir Awdah, At-Tasyri al-jina iy al-Islamiy, (Beirtt: Dar Al Kitab Al ‘Araby, ,
t.t.) 1:110-111. dikutip kembali oleh, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana
Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hIm. 27-28.



2. dikerjakan atas kemauan sendiri

3. pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan.

Berbicara pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului
dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa
dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan
perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus
bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang dia sendiri tidak melakukan
tindak pidana tersebut.®

Dengan adanya syarat tersebut maka kita dapat mengetahui, bahwa
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal
pikiran, dewasa dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka
tidaklah pantas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini, hukuman bagi tiap-tiap orang yang turut serta
melakukan tindak pidana harus diperhitungkan dengan seadil-adilnya, entah
peran dia sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta atau
penganjur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

° Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), him. 20-23.



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau library
research. Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri
literatur-literatur tentang tindak pidana penyertaan (deelneming) menurut
hukum pidana Indonesia yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum di
Indonesia, yang nantinya akan dikomparasikan dengan hukum pidana Islam
serta meninjau kembali penerapaan hukum pada tiap masing-masing pelaku
langsung maupun tidak langsung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mengumpulkan data
dan memaparkan bagaimana sesungguhnya tinjauan hukum pidana Indonesia
dan hukum pidana Islam serta membandingkan dari segi bentuk maupun
syarat dari penyertaan dan penerapan sanksi yang akan dikaitakan dengan
teori pertanggungjawaban pidana antara hukum pidana Indonesia dan hukum
pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-
yuridis menganalisis dan meninjau lebih detail mengenai unsur-unsur
penyertaan yang sah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP
tentang penyertaan (deelneming) dan juga Hukum Pidana Islam serta
bagaimana semestinya penerapan hukum yang diaplikasikan kepada pelaku
penyertaan tindak pidana yang ikut serta secara langsung maupun tidak

langsung.
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4. Tehnik Pengumpulan Data
Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan dapat
dipertanggunjawabkan maka penelitian ini memerlukan data-data yang ada
relevansinya dengan objek yang akan dibahas untuk itu sumber-sumber yang
digunakan adalah sebagai berikut:
a. Primer
Merupakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan
judul penelitian skripsi ini. Yaitu , buku tentang Pergeseran Turut Serta
Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, karya Muhammad Ainul
Syamsu. Kemudian kitab, (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (at-
Tasyri al-Jina’l al-Isiamiy), jilid 11, karya Asy-Syahid Abdul Qadir
Audah, Buku tentang Hukum Pidana, karya Teguh Prasetyo, Pasal 55,
56, 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Sekunder
Merupakan data yang diambil dari beberapa skripsi yang
membahas tentang penyertaan (deelneming) diantaranya adalah,
Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi
Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-
11/AD/V1/2013) Perspektif Hukum Islam, skripsi dari Muflihatul
Khoiroh, Kiswandhi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55
Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana. Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana, Karangan Ray Pratama



Siadari, SH., MH. Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Tindak

Pidana Perdagangan Orang, Skripsi dari Vanrista Prima. Tinjauan

Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiaan Oleh Anak

(Studi Kasus Putusan Nomor 790/P1D.B/2013/PN.Mks), Skripsi dari A.

Emi Wulansari.
5. Analisis Data

Guna menganalisis permasalahan keturutsertaan melakukan tindak

pidana dari sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam,
digunakan metode induktif yaitu dengan mempelajari suatu hal yang khusus
untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum,
serta menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan antara kedua
hukum, untuk mencari perbedaan dan persamaan dari segi penerapan sanksi
bagi pelaku penyertaan langsung maupun tidak langsung serta
pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum
pidana Islam.
. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab dan untuk
mempermudah pembahasan perlu adanya penyusunan, maka disusunlah
kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I, dalam bab pendahuluan ini menjadi suatu pengantar bagi pokok
ataupun rumusan masalah yang akan diteliti, bab ini disusun atas beberapa sub

bab di antaranya, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
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kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab I, pada bab ini dipaparkan mengenai tindak pidana penyertaan
(deelneming) munurut hukum pidana Indonesia dan bentuk-bentuknya, serta
syarat-syarat tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana Indonesia.

Bab I, bab ini menjelaskan mengenai penyertaan (Al-isytiraki)
melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam dan bentuk-
bentuknya, serta syarat-syarat tindak pidana penyertaan menurut hukum
pidana Islam.

Bab IV, bab ini adalah analisis dalam penerapan sanksi dan
pertanggungjawaban pidana dari tiap-tiap pelaku langsung maupun tidak
langsung serta mencari dan menjelaskan titik temu dari perbandingan dan
dalam kasus keturutsertaan melakukan tindak pidana menurut hukum pidana
Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berupa
atau berisi kesimpulan dari penulisan judul skripsi ini sebagai jawaban dari
pokok masalah yang dibahas sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran

untuk memudahkan penelitian selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa definisi penyertaan dalam hukum pidana Indonesia dan
hukum pidana Islam adalah sama-sama mendeskripsikan penyertaan sebagai suatu
tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. namun dari segi bentuk atau
macamnya berbeda dan jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam skripsi
ini yaitu pertanggungjawaban pidana yang diambil dari kedua hukum tersebut.
sebagai jalan untuk memutus atau menetapkan sanksi bagi tiap-tiap orang yang
terlibat dalam tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban
hukum pidana indonesia adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada si
pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk kesalahan, Tidak
adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan orang yang
dibebani hukum adalah orang yang mukallaf (orang yang sudah balig, tidak gila),
tidak adanya alasan penghapusan pidana, sengaja melakukan tindak pidana

tersebut, secara sadar dan tampa paksaan melakukan tindak pidana.

Adapun perbedaan dan persamaan sanksi dan pertanggungjawaban pidana,

perbedaan dari segi sanksi teletak pada klasifikasi bentuk penyertaan, menyuruh
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melakukan (doen pleger) masuk dalam kategori pembuat (dader) disamakan
dengan pelaku (pleger), yang turut serta melakukan (medepleger), penganjur
(uitlokker) namun dalam hukum pidana Islam yang menyuruh melakukan masuk
dalam Klasifikasi bentuk turut serta tidak langsung dalam hal ini menyuruh
melakukan seringkali tidak dikenai hukuman. Adapun persamaannya, pelaku
(pleger), yang menyuruh melakukan (medepleger), penganjur (uitlokker) masuk
dalam klasifikasi bentuk turut serta langsung. Sedangkan pertanggungjawaban
pidana tidak ada perbedaan yang ditemukan melainkan kesamaan yang mengambil
konsep kesengajaan (dolus) yang dibarengi dengan kesalahan sebagai penjatuhan
sanksi bagi pelaku langsung maupun tidak langsung. sanksi menurut hukum pidana
Indonesia kategori pembuat sudah jelas disebutkan didalam Pasal 55 KUHP
sebagai pembuat adalah pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta
melakukan, yang membantu, dalam konteks sanksi pidana Islam pelaku langsung
bisa dijatuhi jarimah hudud, gisas, diyat sedangkan pelaku tidak langsung dijatuhi
hukuman ta’zir dengan memasukkan unsur kesepakatan dan penghasutan.
Tentunya penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penyertaan sesuai jarimah atau
tindak pidana apa yang dilakukan agar penerapannya pun sesuai koridor dan hukum

yang berlaku demi tegaknya keadilan.
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B. Saran

Setelah melihat dari kesimpulan diatas, bahwa kajian dan analisis terhadap
skripsi ini yang telah penyusun gambarkan dan paparkan ada beberapa saran
penting yang perlu diketahui, agar berguna bagi perkembangan hukum pidana

Indonesia.

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada
masyarakat yang masih buta dengan hukum, khususnya hukum pidana.
Sosialisasi ini untuk memudahkan dan memberikan pemahaman yang
mendasar tentang, dalam kondisi apa dan bagaimana hukum itu dapat
ditegakkan, agar nantinya tidak ada kriminalisasi atau kesewenang-wenangan
aparat penegak hukum kepada masyarakatnya.

2. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam maka hukum positif atau
hukum pidana Indonesia perlu menjadikan hukum Pidana Islam sebagai
sandaran atau acuan ketika menganalisis kasus pidana.

3. Tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Indonesia masih memerlukan
pengkajian lebih mendalam, agar nantinya suatu peristiwa pidana yang terkait
masalah  penyertaan, untuk memudahkan proses hukum seiring

perkembangan zaman dan teknologi yang begitu maju.
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LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

NO

BAB

HLM

FOOT NOTE

TERJEMAHAN

1

36

31

Telah menceritakan kepada kami
Husain lbnu Ahmad Shalih Al-
Kaufi, Telah menceritakan kepada
kami lbrahim Ibnu Muhammad
Ibnu Ibrahim As-Sharafi, Abduh
bin Abdullah As-Shafari, Telah
menceritakan kepada kami Abu
Daud Al-Khufri, dari Sofyan As-
sauri, dari Ismail Ibnu Umayah |,
dari Na’fi ibnu Umar Bahwa Nabi
SAW bersabda : Jika ada seseorang
yang menahan orang dan ada orang
lain yang membunuhnya, maka
bunuh orang yang membunuh dan
kurunglah orang yang menahan

43

39

Setiap orang yang berbuat jarimah
secara tawafuq dituntut berdasarkan
perbuatanya masing-masing

69

68

Panggillah mereka (anak-anak
angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah
yang lebih adil pada sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak  mereka, = maka
(panggilah  mereka  sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu. dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang
ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. Dan adalah Allah
Maha Pengampun, lagi Maha
Penyayang

71

71

Marilah  kubacakan apa yang
diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu vyaitu: janganlah kamu
mempersekutukan sesuatu dengan
Dia, berbuat baiklah terhadap
kedua orang ibu bapa, dan
janganlah kamu membunuh anak-
anak kamu karena takut




kemiskinan, Kami akan memberi
rezeki kepadamu dan kepada
mereka, dan janganlah kamu

mendekati perbuatan-perbuatan
yang Kkeji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang

tersembunyi, dan janganlah kamu
membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan
dengan sesuatu (sebab) yang
benar".  Demikian itu  yang
diperintahkan kepadamu supaya
kamu memahami (nya).




B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Abdul Qadir Audah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim
berkeahlian dalam bidang Figih. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri ‘al-Jina’l
fil Islami Mugorrinan bil Qanun al-Wadhi’ telah menjadi fenomena dan
menciptakan perubaha yang besar pada pemikiran kaum intelektual di mesir
karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan hukum syariat atas undang-
undang konvesional.

Ustadz Abdul Qadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam Kontemporer,
Da’l islam di zaman modern dan pemimpin besar ikhwanul Muslimin. Kata-
katanya didengar semua orang, memiliki posisi tinggi pada Ikhwanul Muslimin
dan rakyat Mesir secra umum. la berperan penting dan berpengaruh dalam
perjalan berbagai peristiwa di Mesir setalah syahidnya Imam Hasan al-Banan
pada 12 februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum
Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustadz Hasan Al-Hudaibi.
Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk
berkonsentrasi pada tugas dakwa Islam.

Ustadz abdul Qadir Audah memiliki posisi khusus di hati anggota-anggota
ikhwan, mendapt kecintaan, kehormatan, dan kemulian. Ustadz Abdul Qadir
Audah termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh Ustadz Imam As-Syahid
Hasan Al-Banan dan namanya sering disebut-sebut di depan anggota-anggota
ikhwan dengan bangga.

2. Prof. Dr. Mr. Moeljatno S.H.

Moeljatno dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda pada tanggal 10 Mei
1909.Putra sulung dari Wiryo Kartojo dan istrinya, sebagai anak dia sangat rajin
dan taat pada keluarga. Dia menyelesaikan pelajaran dasarnya di Europese Lagere
School di Boyolali, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 1918. Dia lalu kembali ke
Surakarta, di mana dia belajar di Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs
(sederajat SMP); dia lulus pada tahun 1924. Dia lalu lulus dari Algemene
Middlebaar School Surakarta pada tahun 1927. Selain pendidikan resminya, dia
juga belajar agama Islam di bawah pamannya, Soekiman Wirjosandjojo.

Sehabis lulus dari AMS, Moeljatno berangkat ke Batavia untuk mengikuti
kuliah di Rechts Hoge School (sekolah tinggi hukum). Setelah lulus pada tahun
1936, dia pindah lagi ke Yogyakarta dan bekerja untuk Kesultanan Yogyakarta.
Pada tahun 1939 dia mendapatkan pekerjaan dengan Pengadilan Agama Tinggi,
berjasa sampai pada tahun 1942. Setelah Jepang menduduki Indonesia, dia
berpindah kembali ke Jakarta untuk bekerja di kantor jaksa (Kensatukan Kooto
Kensatu Kyoku).



Setelah Proklamasi pada tahun 1945, Moeljatno mulai bekerja sebagai
jaksa tinggi. Pada tahun 1946 dia bergabung dengan Menteri Kehakiman
Soepomo dan beberapa staf Kementerian Kehakiman dalam merumuskan
Undang-Undang No. 1 tahun 1946, yang menerapkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdana di seluruh Republik Indonesia Serikat. Tahun berikutnya, dia
diangkat menjadi Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata. Dia kemudian
dikirimkan kembali ke Yogyakarta, di mana dia diajak untuk bergabung dan
mengajar di Universitas Gadjah Mada. Ketika dia mengundurkan diri pada tahun
1952, dia mulai mengutamakan member kuliah.

Pada tanggal 24 Maret 1956, Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri
Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 1I; penetapannya terpengaruhi oleh
Partai Masyumi. Namun, dia sering tidak sepandangan dengan Jaksa Agung pada
saat itu, Soeprapto, mengenai kedudukan kejaksaan agung. Di waktu itu,
Kejaksaan Agung berada di bawah wewenang Kementerian Kehakiman, suatu
keadaan yang sudah ada sejak zaman kolonial; namun, Soeprapto percaya bahwa
fungsi jaksa agung itu separuh eksuketif dan separuh yudikatif, dan dengan
demikian menuntut agar dia hanya bertanggung jawab pada kabinet. Oleh sebab
Moeljatno sering disalahkan untuk aksi jaksa, dia mendorong untuk menjaga
status quo yang ada dengan menetapkan perundangan yang secara eksplicit
menempatkan Jaksa Agung di bawah wewenang Menteri Kehakiman. Setelah
undang-undang tersebut dituangkan pada bulan Oktober 1956, Moeljatno
ditantang berat oleh polisi dan kantor jaksa. Moeljatho mengundurkan diri pada 9
January 1957, dan undang-undang tersebut ditarik setelah kabinet diganti pada
tengah bulan Maret.Moeljatno lalu kembali menjadi dosen, dengan menjadi dekan
fakultas hukum Universitas Gadjah Mada dari tahun 1957 sampai 1958; dia
berjabat sebagai dekan dua kali lagi di kemudian hari.

Moeljatno meninggal pada tanggal 25 November 1971 dan dikebumikan
di Taman Pemakaman Gadjah Mada di Yogyakarta. Professor Haryono dari
Universitas Gadjah Mada dan Prabuningrat, rektor Universitas Islam Indonesia,
memberi sambutan di pemakaman.Sampai sekarang penjelasan Moeljatno atas
KUHP digunakan oleh mahasiswa hukum dan para praktisi.

3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M. Hum.

Makhrus Munajat lahir di Pemalang 2 Februari 1968, Sekolah di SDN 1
Sukowang, Taman Pemalang, lulus pada tahun 1982. SMP 3 Pemalang,
lulus1985. SMA 1 Pemalang, lulus 1988. Fakultas Syari’ah IAIN Yogyakarta,
lulus 1992. Magister IImu Hukum UII lulus 1999. Program Doktor IImu Hukum
Ul lulus 2010. Pengalaman berorganisasi di Komisi Fatwa MUI DIY PWNU
DIY. Pengalaman mengajar di UIN Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum:



Figih Jinayah, Universitas Islam Indonesia , Universitas Gaja Mada. Karya-karya
IiImiah beliau adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.
d.
e.

Dekonstuksi Hukum Pidana Islam

Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Upaya Kearah
Objektivitas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana
nasional)

Figih Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)

Pancasila dan Pendidikan Kewargaan

Hukum Pidana islam Kontemporer

Berikut adalah karya-karya beliau dan sampai saat ini masih menjabat Wakil
Dekan Il Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
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